GEEE PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JI. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel @ gmail com
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 048/ |5 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung
dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual
serta kemudahan akses bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
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Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian  Penduduk dan Keluarga  Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas :
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a. Membantu  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung
jawab, tugas dan kewenangannya,

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan
bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah
menjadi dokumen informasi publik;

d. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan
dokumentasi melalui media cetak dan online untuk
masing masing bidang di Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana pada
https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id ;

e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, tepat dan berkualitas;

f. Melayani dan memproses permohonan informasi publik
dari masyarakat;

g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan
untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Utama,;

h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Atasan PPID
Pembantu secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun
sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA * Untuk Admin Kontributor, Bertanggung jawab penuh
dalam memfublikasikan semua Kkegiatan dalam bentuk
berita, photo photo kegiatan yang dilaksanakan di masing
masing masing Bidang dan berkoordinasi dengan
koordinator dan anggota di masing masing bidang.

KEEMPAT : Untuk semua bidang bidang yang ada di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penegndalian
Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap berita dan
kegiatan akan di evaluasi oleh Pembina atasan PPID
Pembantu bersama Pejabat Pengelolah informasi dan
Dokumentasi (PPID ) Pembantu sekali satu bulan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 21 J i 2020
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LAMPIRANT : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 048/ [6 /Kpts/DPMDPPKB-PS /2020
TANGGAL 2/ JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN  DOKUMENTASI  (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DIESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembantu
Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

NO. JABATAN SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID

1. | Kepala Dinas Pembina/Atasan PPID Pernbantu

Pejabat Pengelola Informasi dan

e | Seimuns Dinas Dokumentasi (PPID) Pembantu

J
|
|
|
\
Bidang Sekretariat a 1
|

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggota
Pelaporan
°. b. Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota
Kepegawaian
c. Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
Bidang Pemberdayaan _ Kelembagaan,
partisipasi masyarakat dan sosial budaya
4. a. Kepala Bidang Pemberdayaan | Koordinator
Kelembagaan, partisipasi masyarakat
dan sosial budaya
b. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Anggota
¢. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Anggota
d. Kepala Seksi Kelembagaan, Adat, dan Anggota
sosial Buadaya
5. Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Alam,
Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan
Perdesaan
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber | Koordinator
Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Kawasan Perdesaan
b. Kepala Seksi Sumber Daya Alam Dan Anggota
Teknologi Tepat Guna
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. Kepala Scksi Usaha Ekonom Masyarakat | Anggota
|

|

[

| d. Kepals Seksi i

1 cpala  Seksi Pembangunan  Kawasan | Anggota
Perdesaan | -

Bidang Pemerintahan Nagari

4. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Koordinator

b. Kepala Seksi Bina Pemerintahan Nagari Anggota

c. Kepala Seksi Manajemen dan | Anggota
Peningkatan  Kapasitas Pemerintahan
Nagari

d. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan | Anggota
Nagari dan Aset Nagari

Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

a. Kcpala Bidang Pengendalian Penduduk, | Koordinator

Keluarga Berencana

b. Kepala Seksi Keluarga berencana Anggota

c. Kepala seksi Pengendalian Pendudulk, | Anggota
Penyuluhan dan Pergerakan

d. Kepala Seksi Ketahanan dan | Anggota
Kesejahteraan keluarga

L

Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Admin/Petugas Informasi
dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana KabupatenPesisir |

Selatan :

1. Rahmi Hayati, SAP, Sektretariat sebagai
Admin r

2. Sandra Gita Eliude,SE, sebagai Admin
Kontributor diBidang SDA, UEM, dan
Kawasan

3. Rhoves Elbeadora,SE sebagai Admin
Kontributor Bidang Pemerinthan Nagari

4, Wiwit Setria, SE sebagai Admin
Kontributor Bidang Keluarga Berencana

5. Dila Permata Putri, SE sebagai Admin
Kontributor Bidang Keluarga Berencana

i)
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NIP. (99803 1 005
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